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ABSTRAK:

CATATAN:

Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325 sampai
dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
yakni kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab
peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum,
akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan
pelaporan dana kampanye.

Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun
2022.

Peraturan Komisi ini mengatur tentang dana kampanye pemilihan umum yang
meliputi pembukaan rekening khusus dana kampanye, mekanisme penyusunan
laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye,
laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang harus dilaksanakan
oleh peserta pemilihan umum, waktu pelaporan dana kampanye, sistem informasi
kampanye dan dana kampanye (sikadeka), audit laporan dana kampanye,
tanggapan masyarakat, dan formulir yang digunakan untuk pelaporan dana
kampanye.

Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp.: 337 him.



